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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 

Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagai instrumen kebijakan 

penganggaran daerah, mempunyai posisi yang srategis dalam 

rangka pengembangan kemampuan dan efektivitas pemerintahan, 

yaitu dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi serta untuk 

mengatasi permasalahan yang ada, sehingga proses penyusunan 

anggaran dan pelaksanaan anggaran difokuskan pada upaya guna 

mendukung kebijakan atau program yang menjadi prioritas dan 

preferensi daerah. Implementasi Kebijakan Umum APBD 

diharapkan dapat menjabarkan fungsi-fungsi: otorisasi, 

perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. 

Selain itu diarahkan pula pada upaya mendorong perekonomian 

daerah melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

(PD) untuk kegiatan penyediaan dan penanganan prasarana dasar. 

Dalam penyusunan kebijakan anggaran diperlukan suatu 

pendekatan yang menyeluruh dan tepat baik dari sisi penerimaan 

maupun pengeluaran yang membawa dampak positif bagi 

penciptaan kondisi makro ekonomi yang stabil dan berkelanjutan 

terutama di wilayah Kabupaten Brebes. Sebagaimana diketahui 

dalam kebijakan anggaran, setiap level pemerintahan menjalankan 

fungsi kebijakan yang berbeda-beda. Pemerintah pusat 

menjalankan fungsi stabilisasi dan distribusi sedangkan 

pemerintah daerah menjalankan fungsi alokasi. 

Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan 

kemampuan keuangan daerah yang ada, perlu diciptakan suatu 

sistem yang memungkinkan pemerintah daerah menjadi lebih 

efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan 

anggarannya. Oleh sebab itu berbagai persyaratan dari setiap 

pembiayaan program/kegiatan baik yang baru maupun yang telah 

ada harus dipertimbangkan secara realistis kemungkinan 

pelaksanaannya, berdasarkan target kinerja yang ingin dicapai 

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 
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Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 didasarkan 

prinsip sebagai berikut:  

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;  

2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, 

efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk 

masyarakat;  

3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;  

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan 

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;  

5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan 

6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah 

lainnya. 

Penjelasan Pasal 310 ayat 1 Undang undang Nomor 23 

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa 

kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD, 

diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA serta PPAS 

yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi 

pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan 

anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Pasal  265,  

ayat  (3)  Undang-undang  tersebut   menyatakan bahwa Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman kepala daerah 

dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penyusunan 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 

Hal ini sejalan dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 

12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan 

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu 

pada pedoman penyusunan APBD. Penjabaran dari Peraturan 

Pemerintah tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
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Keuangan Daerah.  

Hal ini berarti bahwa proses penyusunan KUA harus 

mengikuti program dan kegiatan yang telah tercantum pada RKPD. 

Dengan kata lain, dokumen KUA harus searah dengan RKPD. 

Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah 

dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA dan PPAS 

adalah hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang 

berfungsi untuk menjamin, mempertajam prioritas dan sasaran 

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, 

serta indikator kinerja, dan pagu indikatif yang dimuat dalam RKPD 

sebagai landasan untuk penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025. 

Lampiran Bab III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan 

rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat 

minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama 

antara Kepala Daerah dan DPRD. Ini sejalan dengan Pasal 90 

sampai dengan Pasal 92 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019. 

Selanjutnya kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan 

PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD 

paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Kesepakatan terhadap 

rancangan rancangan KUA dan rancangan PPAS dituangkan dalam 

nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang 

ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan 

DPRD. 

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Bupati 

menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Perangkat Daerah (RKA-PD) sebagai pedoman bagi PD dalam 

menyusun RKA-PD. Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman 

Penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu 

setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati. Dokumen 

RKA-PD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam 

penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025. 

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Brebes 

Tahun Anggaran 2025 dilakukan untuk memberikan pedoman dan 
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atau petunjuk dalam penyusunan Rencana Anggaran    

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Brebes Tahun 

2025. Sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional yang 

bersifat penjabaran dan mediasi tahunan yang merujuk pada 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes 

Tahun 2025. 

Penyusunan KUA Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 

dilakukan melalui proses analisis teknokratik berdasarkan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025, yang 

selanjutnya akan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum 

APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

untuk menyusun RAPBD. 

Oleh sebab itu, program dan kegiatan yang termuat dalam 

RKPD Kabupaten Brebes merupakan dasar dan pedoman bagi 

semua pelaku pembangunan daerah di Kabupaten Brebes, baik 

dalam penyusunan dokumen rencana anggaran dan kegiatan, 

pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi, baik dalam 

kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran. 

Secara substansi dokumen KUA Kabupaten Brebes Tahun 

Anggaran 2025 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk Tahun 2025. Dengan demikian, maka 

dokumen KUA Tahun 2025 pada dasarnya memuat kebijakan 

umum daerah Tahun Anggaran 2025 yang menjadi pedoman dan 

ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Brebes Tahun 

Anggaran 2025. 

 
1.2. Tujuan Penyusunan KUA 

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 di 

Kabupaten Brebes, dimaksudkan sebagai penjabaran rencana 

pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam 

dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Brebes yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau 

petunjuk dalam penyusunan Prioritas dan Patokan Batas Maksimal 

Anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk 
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setiap Program/Kegiatan serta sebagai acuan dalam penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD). 

Secara rinci tujuan disusunnya Kebijakan Umum APBD 

Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 adalah: 

1. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan 

Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 adalah untuk 

memberikan arah dalam pelaksanaan program kegiatan 

pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan 

pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD, dengan 

sumber pendanaan dari pendapatan dan penerimaan daerah. 

2. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025; 

3. Memperjelas capaian kinerja pemerintahan daerah dalam 1 

(satu)  tahun anggaran; 

4. Merasionalkan kapasitas dan kualitas kebijakan keuangan  

pemerintah kabupaten. 

 
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA 

Landasan riil penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten 

Brebes Tahun 2025 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya 

adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  

1945 sedangkan landasan operasionalnya meliputi peraturan 

perundang- undangan sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

6. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang  Hibah 

Daerah; 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Desa; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan 

Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
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Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah;  

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025; 

23. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes No 18 Tahun 2022 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Brebes Tahun 2022 Nomor 18). 

24. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 47 Tahun 2024 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten 

Brebes Tahun 2025 
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BAB II  
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 

 

 

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

  Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah pada 

28 Februari 2024 dalam Buku Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 

mencatat Pertumbuhan Perekonomian Jawa Tengah 2023 (y-on-y) sebesar 

4,98 persen. Ekonomi Jawa Tengah 2024 dibanding 2023 (y-to-y) turun 

sebesar 0,33 Persen. 

  Pada Desember 2023, gabungan enam kota di Jawa Tengah 

mengalami Inflasi sebesar 0,21 persen dengan Indeks Harga Konsumen 

(IHK) sebesar 116,62. Inflasi terjadi di semua kota SBH di Jawa Tengah. 

Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2023 sebesar 2,89 persen dan 

tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) 

sebesar 2,89 persen. Dari enam kota IHK di Jawa Tengah, semua kota 

mengalami inflasi.  Inflasi tertinggi  terjadi di Tegal sebesar 3,28% 

sedangkan inflasi terendah terjadi di Purwokerto sebesar 2,61%. 

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga pada beberapa 

kelompok pengeluaran, antara lain kelompok makanan, minuman, dan 

tembakau sebesar 0,52 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa 

lainnya sebesar 0,44 persen; kelompok transportasi sebesar 0,29 persen; 

kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,14 persen; kelompok informasi, 

komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,12 persen; dan kelompok 

kesehatan sebesar 0,04 persen. 

Berdasarkan Kabupaten Brebes dalam Angka 2024 BPS 

Kabupaten Brebes rilis bulan Februari 2024 Pada tahun 2023 di 

Kabupaten Brebes mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,74 

persen. Penghitungan inflasi di Kabupaten Brebes menggunakan 

penghitungan BPS Kota Tegal sebagai sister city dengan dasar 

pertimbangan kemiripan pola konsumsi masyarakat Kabupaten Brebes 

dengan Kota Tegal. 

  Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah, 

Kabupaten Brebes merupakan wilayah yang memiliki penduduk terbesar 

yaitu mencapai angka 2.065.501 jiwa. Dari sudut pandang ekonomi, Pada 

tahun 2023 di Kabupaten Brebes mengalami perlambatan ekonomi yang 

cukup tinggi dibanding wilayah lain di eks Karesidenan Pekalongan, yaitu 
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sebesar 3,74 persen. Begitu pula jika dibandingkan dengan seluruh 

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Laju pertumbuhan 

Kabupaten Brebes termasuk dalam lima besar laju pertumbuhan terendah 

pada tahun 2023. 

Selain itu, Kabupaten Brebes juga masih menjadi kabupaten 

dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jawa Tengah yaitu 

sebanyak 286,10 ribu jiwa. Namun kabar baiknya Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) Kabupaten Brebes tahun 2023 sebesar 69,71 tidak lagi 

berada di peringkat terbawah di antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Tengah melainkan di peringkat 33 dari 35 kabupaten/kota. 

 

Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Brebes 

Sebagaimana perkembangan perekonomian global dan nasional, 

perkembangan kondisi ekonomi daerah juga mengalami dinamikan yang 

sama yang dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Ada faktor-faktor 

ekonomi yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang 

menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter 

maupun sektor riil. Pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik 

turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing, dan yang 

terakhir adalah Krisis kemanusian yang terjadi di Palestina berpengaruh 

pada keuangan global. Adapun kondisi perekonomian Kabupaten Brebes 

dapat dilihat dari beberapa capaian indikator ekonomi daerah sebagai 

berikut : 

 
RINCIAN SATUAN 2021 2022 2023 

(1) (2) (3) (4) (5) 

SOSIAL 

Penduduk  juta/million 1,993 2,020 2,043 

Laju Pertumbuhan Penduduk                           % 1,26 0,90 1,28 

Angka Harapan Hidup tahun/years 73,65 73,80 73,95 

Angka Melek Huruf Usia 15+                        % 99,50 90,61 91,43 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  % 63,97 66,01 66,01 

Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT            % 9,78 9,48 8,98 

Penduduk Miskin     ribu 314,95 290,66 286,14 

Persentase Penduduk Miskin                            % 17,43 16,05 15,78 
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Indeks Pembangunan Manusia-IPM  – 68,10 68,81 69,71 

EKONOMI 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Harga Berlaku 

triliun rupiah 48.966,24 53.708,85 57.599,16 

Laju Pertumbuhan Ekonomi                             % 2,57 5,61 3,74 

PDRB Per Kapita Harga Berlaku  juta rupiah 24,52 26,59 28,19 

 
Inflasi ( y o y) 

 
 

% 
 

x,xx 6,31 3,28 
 
 

   Sumber : BPS Kabupaten Brebes 

 

 

 

Prospek Tahun 2025 

Tahun 2025 merupakan tahun kelima untuk periode RPJMD 

Provinsi Jawa Tengah dan tahun Kedua Rencana Pembangunan Daerah 

RPD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026. Melihat kondisi perekonomian 

baik nasional maupun regional Jawa Tengah, maka dengan mengerahkan 

segenap kemampuan untuk menggali seluruh potensi sumber daya alam 

yang ada didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia maka 

prospek ekonomi di Kabupaten Brebes Tahun 2025 Pemerintah 

memandang bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 antara 

4,9%- 5,6% 

Kabupaten Brebes dengan segala potensi dan permasalahan yang 

dimiliki, mempunyai peluang yang sangat luas untuk meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonominya serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Dengan fokus pembangunan nasional yang diarahkan 

kepada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem 

kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial dan reformasi 

sistem ketahanan bencana. Kabupaten Brebes diharapkan mampu 

memberikan kontribusi yang positif mengingat dukungan sumber daya 

alam dan besarnya populasi penduduknya.  

Di tahun 2025, penguatan ekonomi Indonesia 

mempertimbangkan dinamika dan prospek ekonomi global dan domestik. 

Sebagai perekonomian terbuka, ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh 

dinamika ekonomi global melaui jalur keuangan dan jalur perdagangan. 

Situasi ekonomi global masih menantang dengan pertumbuhan ekonomi 

yang masih lemah dan ketidakpastian yang meningkat. Pertumbuhan 

ekonomi  global diperkirakan masih melemah sampai dengan tahun 2025.  
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Meski relatif membaik dibanding setahun yang lalu, perekonomian masih 

dibayangi berbagai ketidakpastian. Melambatnya prospek pertumbuhan 

ekonomi global juga dipicu oleh faktor demografi yang kurang 

menguntungkan, di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi 

global terdapat beberapa tren utama yang memberikan peluang bagi pasar 

negara berkembang. Setelah melewati tantangan besar selama masa 

pandemi covid-19, perekonomian indonesia terus tumbuh kuat dan stabil, 

Perekonomian Indonesia mennjukan resiliensi melalui transformasi 

ekonomi yang berkelanjutan. Dari seisi pengeluaran, konsumsi rumah 

tangga sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh 

kuat pascapandemi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih 

kuat pada tahun 2024, seiring dengan inflasi yang terkendali, dan 

kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13. 

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke 

depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia 

Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk 

“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” 

Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena 

merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh 

Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan 

selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal 

tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang 

saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan 

untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju. Selaras 

dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal 2025 ditempuh melalui 2 

strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi 

jangka pendek. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah panjang 

dilakukan melalui penguatan SDM, penguatan hilirisasi dan transformasi 

ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur 

pendukung transformasi ekonomi, penguatan birokrasi dan regulasi, 

penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan, 

keamanan, dan penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan 

energi, serta penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia 

(HAM). Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga 

keberlanjutan program prioritas saat ini sekaligus penguatan berbagai 
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program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan 

ekonomi, penguatan well-being, serta konvergensi antardaerah. 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes diharapkan akan dapat 

dicapai dengan mendorong pengembangan dan peningkatan investasi, hal 

ini dapat diwujudkan dengan ditetapkannya Kawasan Industri Brebes 

(KIB) dan Kawasan Peruntukan Industri Brebes (KPIB) pada tahun 2020 

dengan ditetapknan melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 

tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang 

– Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – 

Magelang – Temanggung, Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang Pemerintah 

Kabupaten Brebes saat ini mendorong untuk dilakukan percepatan 

pembangunan melalui skema Business to Business (pendanaan swasta).  

Khusus untuk peningkatan peran industri pengolahan,    

pemerintah Kabupaten Brebes harus mengedepankan konsep pengolahan 

sumberdaya lokal khususnya komoditas pertanian dan perikanan serta 

memprioritaskan pengembangan industri pengolahan mikro, kecil dan 

menengah. Apabila kita cermati lebih jauh, potensi sumberdaya lokal 

yang ada di Kabupaten Brebes yang berpotensi dijadikan sumber bahan 

baku industri pengolahan sangat bervariasi. Kabupaten Brebes memiliki 

potensi pertanian, kerajinan tangan, dan industri kreatif lainnya. Hal ini 

perlu didorong untuk terus dikembangkan mengingat tricle down effect 

dari pengembangan industri pengolahan khususnya yang bersifat UMKM 

sangatlah luas. Apabila kita bandingkan dengan investasi industri besar 

yang padat modal, maka efek yang diberikan hanya akan turun ke pemilik 

modal dan sedikit ke pekerja, namun untuk sektor UMKM, efek dominonya 

lebih luas ke seluruh elemen kehidupan masyarakat. 

Satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan 

industri pengolahan skala UMKM adalah kelembagaan, manajemen dan 

pemasaran. Selama ini, produk UMKM di Kabupaten Brebes memiliki 

kualitas yang cukup menjanjikan, namun dari sisi pemasaran (packing, 

distribusi, dan promosi) masih kalah bersaing dengan produk sejenis dari 

daerah lain. Selain itu, dukungan infrastruktur transportasi juga sangat penting 

mengingat banyak produk UMKM yang berasal dari daerah kesulitan pemasaran 

karena ketidakadaan sarana transportasi, atau kalaupun ada membutuhkan 

biaya dan waktu yang banyak sehingga secara ekonomis kalah bersaing.  
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2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang 

pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 

Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam 

penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan 

daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian 

sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam upaya mencapai pembangunan daerah memerlukan 

dukungan penganggaran yang berasal dari berbagai sumber, antara lain 

dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari: Pajak Daerah, Retribusi, 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD 

yang sah, Dana transfer yang berasal dari : Transfer Pemerintah Pusat 

dan Transfer Antar Daerah, dan berusmber dari Lain- lain Pendapatan 

Daerah yang sah yang berasal dari : hibah, dana darurat dan/atau lain-

lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peratuaran dan perundang-

undangan. Anggaran Pendapatan Daerah disusun sebagai kesatuan 

sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh 

Perangkat Daerah (PD) penghasil Pendapatan Daerah. 

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan 

hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan 

daerah atau pendapatan daerah, dimana merupakan perkiraan yang 

terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber 

pendapatan. Prinsip- prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan 

pendapatan daerah adalah bahwa setiap upaya meningkatkan 

pendapatan tidak menambah beban bagi masyarakat. Meskipun dari sisi 

pendapatan  daerah, kemampuan keuangan daerah masih jauh dari yang 

diharapkan namun Pemerintah Kabupaten Brebes selalu berupaya untuk 

mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada dalam 

rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan 

kemandirian daerah. 

Kinerja pendapatan daerah diukur dengan indikator derajat 

kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini 

dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan 

Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan 

diketahui seberapa besar local taxing power suatu daerah, serta seberapa 
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besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang 

dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. 

Kerangka pendanaan disusun untuk memberikan gambaran 

proyeksi kinerja pendapatan yang akan berpengaruh terhadap kebijakan 

pembangunan yang akan diambil pemerintah daerah selama kurun waktu 

lima tahun mendatang. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Brebes 

untuk mendanai pembangunan daerah pada lima tahun mendatang 

diprediksikan mengalami peningkatan, namun relatif kecil. Dalam 

penyusunan kerangka pendanaan, terdapat beberapa jenis belanja daerah 

dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat periodik, wajib dan mengikat, 

serta prioritas utama. Belanja periodik yang temasuk kategori wajib dan 

mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Brebes meliputi: belanja 

operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. 
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BAB III 

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 

 

 
3.1 Asumsi Yang Digunakan Dalam APBN 

 

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu 

“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan 

Berkelanjutan”. RKP tahun 2025 dijabarkan dalam 8 Prioritas 

nasional sebagai berikut: 

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi 

Manusia (HAM); 

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 

Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, 

Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan 

Ekonomi Biru; 

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan 

LApangan Kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan 

Agromaitim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif 

Koperasi; 

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sain, 

Teknologi, Pendidikan Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan 

Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi 

MIlenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disablitas; 

5. Melanjutkan Hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis 

Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam 

Negeri; 

6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan 

Ekonomi, pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan; 

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta 

Memperkuat Pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Narkoba, 

Judi dan Penyelundupan; 

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan 

Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi 
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Antarumat Beragama serta mencapai Masyarakat yang Adil dan 

Makmur. 

Adapun arah kebijakan dalam RKP 2024 adalah sebagai berikut : 

1. Arah kebijakan penguatan pertahanan negara 

2. Arah kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan 

industri pertahanan 

3. Arah kebijakan dalam profesionalisme dan pelayanan 

kepolisian 

4. Arah kebijakan dalam keamanan siber, sandi, dan sinyal 

5. Arah kebijakan pemeliharaan hubungan internasional yang 

kondusif 

6. Arah kebijakan penguatan infrastruktur dan jejaring smart 

diplomacy 

7. Arah Kebijakan Kerja Sama Pembangunan Internasional 

8. Arah kebijakan swasembada pangan  

9. Arah kebijakan swasembada energi 

10. Arah kebijakan swasembada air 

11. Arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah 

12. Arah kebijakan ekonomi digital 

13. Arah kebijakan ekonomi hijau 

3.1.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025 

 
Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh 5,1 – 5,5 persen di 

tahun 2025. Stabilitas perekonomian di tahun 2024 dan akselerasi 

transformasi ekonomi nasional akan berperan penting dalam 

menopang laju perekonomian di tahun 2025. Konsumsi, baik rumah 

tangga maupun konsumsi pemerintah,. Perbaikan daya beli juga 

diharapkan dapat terus terjadi, terutama seiring dengan perkiraan 

harga komoditas dunia yang melandai di tahun 2025. Investasi 

diharapkan dapat terus terjaga, meskipun masih akan diliputi oleh 

tendensi wait and see para pelaku usaha dan investor dalam melihat 

perkembangan hasil dari Pemilu. Kinerja ekspor diharapkan dapat 

kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang 

diperkirakan membaik. Selain itu, produk-produk hilirisasi lanjutan 

juga akan menopang peningkatan daya saing produk ekspor 
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Indonesia di pasar internasional. 

Pertumbuhan ekonomi di setiap sektor diperkirakan akan terus 

membaik di tahun 2025. Kontribusi dari sektor industri pengolahan 

atau sektor manufaktur sebagai kontributor terbesar PDB 

diperkirakan akan semakin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Sektor perdagangan diperkirakan tumbuh cukup kuat seiring 

meningkatnya konsumsi masyarakat. Sektor pertanian diperkirakan 

akan terus pulih seiring dengan semakin besarnya dukungan yang 

diharapkan baik produk pertanian yang akan dikonsumsi 

masyarakat, maupun yang akan menjadi bahan baku industri 

pengolahan. Kinerja sektor pertambangan diharapkan terus 

mengalami peningkatan yang signifikan untuk mendukung hilirisasi 

SDA. Sektor konstruksi diperkirakan tetap tumbuh positif dan kuat 

terutama dengan dukungan penyelesaian proyek-proyek 

infrastruktur Pemerintah, baik dalam rangka konektivitas, maupun 

penyelesaian PSN termasuk pembangunan IKN Nusantara. 

Perekonomian wilayah barat dan timur Indonesia diproyeksikan 

tumbuh lebih tinggi di tahun 2025. Disparitas kontribusi ekonomi 

kawasan diproyeksi membaik untuk wilayah timur Indonesia pada 

tahun 2024 dan ditargetkan akan lebih membaik pada tahun 2025 

sebagaimana sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan 

pendekatan pertumbuhan dan pemerataan spasial, pengembangan 

wilayah terintegrasi dicapai dengan menjaga momentum 

pertumbuhan wilayah barat dan secara simultan mengakselerasi 

pertumbuhan ekonomi wilayah tengah dan timur. Kedua pendekatan 

tersebut ditempuh dengan memprioritaskan pembangunan wilayah 

strategis sebagai pusat pertumbuhan industri dan investasi; 

pengembangan competitive advantage berbasis wilayah yang 

mengintegrasikan rantai pasok sektor primer, sekunder, dan tersier; 

aglomerasi wilayah urban metropolitan, sedang, kecil, dan kota baru; 

pemenuhan pelayanan dasar di kawasan penyangga (hinterland), 

mitigasi bencana, serta perbaikan aspek kelembagaan dan keuangan 

daerah. 

Laju inflasi di tahun 2025 diperkirakan bergerak dengan tren 

positif, berada dalam sasaran inflasi. Pencapaian inflasi 2025 pada 

sasaran 3,5 ± 1,5 persen didukung oleh daya beli masyarakat yang 
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terus menguat seiring dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat. 

Sebagai salah satu kunci pengendalian inflasi nasional, inflasi 

pangan juga terus dijaga dengan berbagai upaya menjaga 

ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah tantangan 

gangguan cuaca, khususnya di masa Hari Besar Keagamaan 

Nasional (HBKN). Selain itu, risiko administered price dikelola dengan 

baik guna menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi secara umum 

di tengah tantangan reformasi agenda reformasi energi yang harus 

terus berjalan serta dinamika harga minyak mentah dunia. Berbagai 

kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan dengan 

implementasi yang tepat dan terukur melalui koridor pengendalian 

inflasi nasional oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID. 

Upaya terintegrasi pusat dan daerah serta berbagai elemen lembaga 

diharmonisasikan melalui strategi pengendalian inflasi. Melalui 

kerangka kebijakan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, 

kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, diharapkan menjadi 

strategi yang efektif, termasuk dalam menjangkar ekspektasi inflasi 

masyarakat ke depan. 

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik akan 

terus berlangsung dan kembali mendukung stabilitas nilai tukar 

yang tetap terjaga. Kinerja dan kondisi pasar keuangan dan modal 

yang lebih baik mampu terus mendukung kepercayaan asing dan 

arus modal masuk ke Indonesia. Pada saat yang sama, perbaikan 

dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri terus membuka 

peluang masuknya investasi langsung dan juga peluang bagi kinerja 

ekspor Indonesia. Sementara itu, inflasi yang lebih rendah dan 

terjaga memberikan peluang pelonggaran moneter dan turut 

mendukung kinerja sektor riil.  

Perbaikan kondisi domestik dan global terus berlangsung di 

tahun 2025 yang berdampak positif pada kinerja SBN. Di dalam 

negeri, perbaikan kondisi domestik telah disertai pelaksanaan 

kebijakan APBN dan fiskal yang prudent dan tetap sehat. Perbaikan 

kebijakankebijakan yang dilaksanakan terus mendorong perspektif 

dan minat investor serta semakin memperluas basis investor pada 

instrumen SBN sehingga yield SBN kembali dapat membaik. Dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, diperkirakan yield SBN 
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secara rata rata akan cenderung stabil pada kisaran 6,9 - 7,2 persen. 

Stabilnya yield SBN tersebut diharapkan dapat berkontribusi positif 

pada pelaksanaan kebijakan fiskal dan APBN yang semakin sehat 

dan berkelanjutan. 

Lifting minyak dan gas pada tahun 2025 diperkirakan 

mengalami penurunan, walaupun dengan melakukan berbagai upaya 

mempertahankan produksi hulu migas. Proses penurunan secara 

alamiah sumur-sumur produksi terus terjadi karena sumur produksi 

yang semakin tua dan produktivitas sumur semakin menurun. 

Sementara itu upaya penemuan lapangan migas baru belum 

membuahkan hasil meskipun kegiatan eksplorasi terus dilakukan. 

Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan terutama 

dengan melakukan optimasi produksi sumur-sumur existing dan 

efektivitas pengeboran ladang migas yang sudah tua. 

Namun demikian, dalam jangka menengah upaya produksi hulu 

migas diupayakan terus meningkat. Produksi minyak diupayakan 

terus meningkat hingga mencapai 1 juta barel per hari dan produksi 

gas diupayakan mencapai 12 miliar standar kaki kubik gas per hari 

(SKGPH) pada tahun 2030. Peningkatan produksi tersebut dilakukan 

secara teknis dan non teknis. Secara teknis diupayakan dengan 

kegiatan eksplorasi masif, peningkatan data survei seismik dan 

pelaksanaan enhance oil recovery. Sementara itu, secara nonteknis 

peningkatan Upaya peningkatan produksi hulu migas terus 

dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, 

penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan enhance oil 

recovery. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi 

diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema 

kontrak, dan perbaikan fiscal terms dan revisi plan of development 

beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai 

upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak 

bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel 

per hari (rbph) dan 1.003 – 1.047 ribu barel setara minyak per hari 

(rbsmph) dalam tahun 2025 
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Tabel 3.1 
8 Postur Makro Fiskal, 2023 - 2025 

(dalam % PDB ) 

 

 

 

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 

 

Sesuai Instruksi Menteri Nomor 70 Tahun 2021 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah 

dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka 

penyusunan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2025 mengacu pada 

RPJPD Kabupaten Brebes 2005-2025. Sasaran dan prioritas 

pembangunan untuk tahun 2025 mengacu pada sasaran dan prioritas 

pembangunan RPJPD Kabupaten Brebes 2005-2025.  

Adapun sasaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 

sebagai berikut:  

1. Terwujudnya pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal; 

2. Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; 

3. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan 

partisipatif; 

4. Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing 

berbasis pada potensi keunggulan lokal; 

5. Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana 

dan sarana daerah 
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6. Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang 

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 

 

Beberapa asumsi kebijakan pemerintah daerah diarahkan 

untuk menyelesaikan permasalahan umum pembangunan di 

Kabupaten Brebes yang merupakan pertimbangan  pokok  dalam  

perumusan  dan penyusunan kebijakan umum APBD Kabupaten 

Brebes Tahun 2025 antara lain adalah sebagai berikut : 

 

1. PERTUMBUHAN EKONOMI  

Kabupaten Brebes sebagai salah satu wilayah administrasi 

pemerintahan tidak luput terkena imbas pandemi COVID-19, 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes pada tahun 2023 

tumbuh sebesar 3,74 persen  melemah 1,87 poin bila 

dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 5,61 persen. Hal ini 

tentu menjadi indikasi bahwa terdapat ketahanan terhadap 

pasca pandemi. Dengan wilayah berbasis pada pertanian 

merupakan salah satu prioritas untuk terus dikembangkan 

sehingga diharapkan kedepan menjadi salah satu kekuatan 

ekonomi pada tingkat regional maupun nasional.  

Kabupaten Brebes sebagai wilayah dengan pertanian yang luas 

kontras dengan distribusi terhadap perekonomian daerah yang 

terus menurun. Hal ini dindikasikan adanya perubahan lahan 

pertanian menjadi kawasan industri dengan melihat distribusi 

pada sektor industri pengolahan yang menunjukkan tren 

kenaikan yang signifikan. Disisi lain minat penduduk 

Kabupaten Brebes akan sektor pertanian juga semakin 

menurun. Angkatan Kerja di Kabupaten Brebes memilih bekerja 

sebagai pekerja pada industri pengolahan besar atau merantau 

di luar daerah. 

2. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 

IPM merupakan indikator untuk mengukur capaian 

pembangunan manusia dengan komponen penyusun yaitu 

angka harapan hidup (AHH); harapan lama sekolah (HLS); rata-

rata lama sekolah (RLS) dan rata-rata pengeluaran per kapita. 
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Kinerja IPM di Kabupaten Brebes belum menunjukkan 

perkembangan yang ideal. Dengan rentang wilayah yang sangat 

luas serta jumlah penduduk hampir 2 juta jiwa tentunya 

gambaran kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes belum 

sesuai harapan, IPM Kabupaten brebes pada kurun waktu 2019 

hingga 2023 selalui mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 

Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Brebes mencapai 

67,95. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan 

tahun sebelumnya sebesar 67,03 (Meningkat 0,92). 

3. KEMISKINAN 

Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang mempunyai 

multidimensi. Kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau 

sekelompok orang yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak 

dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan 

kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut yaitu 

pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air 

bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa 

aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak 

untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Pada Tahun 

2023 jumlah penduduk miskin sebesar 286.140 jiwa turun 

sebesar 4.520 jiwa. 

4. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 

Menurut data statistik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

Kabupaten Brebes dalam kurun waktu 2019 sampai 2023 

engalami presentase yang fluktuatif. Pada tahun 2023 tingkat 

pengangguran terbuka turun menjadi 8,98 presen dengan jumah 

pengguran terbuka 912.524 jiwa dibandingkan tahun 2022 

sebesar 9,48 persen. Angka tersebut merupakan angka tertinggi. 

dalam regional se-eks Karesidenan Pekalongan Permasalahan 

pengangguran lain yang harus segera mempunyai solusi adalah 

menciptakan budaya kerja serta menciptakan SDM yang 

mempunyai keterampilan. Berkembang di masyarakat 

Kabupaten Brebes bahwa bekerja diperantauan merupakan 

salah satu hal yang dapat menaikan gengsi ditengah masyarakat, 
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meski saat berangkat ke luar kota belum ada jaminan pekerjaan. 

Sedangkan beberapa perusahaan yang terdapat di Kabupaten 

Brebes telah membuka peluang dan kesempatan untuk 

masyarakat Kabupaten Brebes untuk bekerja, saat ini fakta 

dilapangan menunjukkan bahwa pekerja yang bekerja di 

Kabupaten Brebes tidak hanya dari dalam wilayah, beberapa 

pekerja merupakan tenaga kerja dengan domisili di luar 

Kabupaten Brebes. Lembaga keterampilan kerja di Kabupaten 

Brebes juga belum dapat bekerja secara optimal, masalah yang 

dijumpai adalah kurangnya trainer, sarana dan prasarana yang 

representatif. 

Tabel 3.2 

Proyeksi Indikator Makro Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 

No Indikator Target 2025 

1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,25 

2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 8,11 

3 Kemiskinan (%) 14,34 

4 Indeks Pembangunan Manusia 70,49 
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BAB IV 

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 
 

 

4.1 Kebijakan  Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 

Anggaran 2025 

 

Pendapatan daerah Kabupaten Brebes terdiri dari tiga 

komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan 

Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 

2022 pendapatan transfer masih memberikan kontribusi yang 

paling tinggi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Brebes. 

Pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat seperti 

dana perimbangan, dana insentif daerah, data otonomi khusus, 

dana keistimewaan dan dana desa. Pendapatan transfer yang 

merupakan transfer antar daerah berupa pendapatan bagi hasil 

dan bantuan keuangan. Pada tahun 2023 pendapatan transfer 

mencapai 82,63% dari total pendapatan daerah atau sebesar 

Rp.2.111 milyar. Sedangkan PAD sebesar 17,37% atau sebesar 

Rp.443 milyar. 

Selama kurun waktu tahun 2022-2024 penerimaan pajak 

tahun 2023 merupakan penerimaan pajak tertinggi dengan 

penerimaan sebesar Rp.175 milyar. Kinerja pendapatan daerah 

Kabupaten Brebes dalam kurun waktu 2022 – 2024 cenderung 

meningkat, namun terjadi penurunan pada tahun 2023 yaitu 

pendapatan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan menurun 

dari Rp. 10,98 milyar menjadi Rp.10,71 Milyar. adapun kebijakan 

yang telah dilakukan untuk merealisasikan pendapatan antara lain 

: 

1. Memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri 

Brebes untuk melakukan negosiasi kepada perangkat desa atas 

piutang PBB P2; 

2. Melakukan pembinaan dan pemanggilan kepada perangkat desa 

untuk lebih optimal dalam penderasan PBB P2; 

3. Memberikan uang transport kepada perangkat desa atas SPPT 

PBB P2 yg telah terbayar ke Kas Daerah; 
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4. Membentuk tim optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang 

beranggotakan OPD lain yang terkait perijinan dan penegakkan 

hukum; 

5. Melaksanakan kegiatan penindakan kepada wajib pajak yang 

menunggak pajak bersama DPMPTSP dan Satpol PP, setelah 

dilakukan penindakan diharapkan tunggakan pajak akan segera 

diselesaikan oleh WP pada tahun pajak 2022; 

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan ditempuh untuk 

dapat mencapai target pendapatan di tahun 2024 yaitu : 

1. Memberikan uang transport kepada perangkat desa bagi 

pembayaran piutang PBB P2; 

2. Memberikan apresiasi/reward kepada wajib pajak yang patuh 

pajak; Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan 

Keuangan Lain-lain 

3. Melakukan peningkatan pelayanan dan kemudahan pembayaran 

pajak daerah; 

4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pajak daerah kepada calon 

wajib pajak baru yang telah terdata. 

 

Dalam rangka pencapaian target pendapatan, upaya yang 

ditempuh dalam melaksanakan kebijakan Pendapatan Daerah 

sebagai berikut: 

1. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah 

pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada 

khususnya secara optimal; 

2. Mengadakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) 

dengan instansi terkait baik Pusat maupun daerah provinsi dan 

kabupaten/kota; 

3. Menetapkan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil 

sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing PD 

penghasil/pengelola pendapatan; 

4. Mengoptimalkan pencapaian target PAD pada masing- masing 

PD penghasil; 
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5. Meningkatkan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan 

pendapatan lain-lain dengan membangun sarana, prasarana 

dan sistem serta prosedur/mekanisme administrasi pelayanan; 

6. Mengoptimalkan pendapatan daerah dari sumber 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 

7. Menggali pendapatan atas pengelolaan dana bergulir; 

8. Pemetaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah 

Kabupaten Brebes yang dikelola oleh Dinas-dinas penghasil; 

9. Mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam 

rangka peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan 

masyarakat; 

10. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan 

daerah; 

11. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan; 

12. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi menggunakan data potensial yang akurat, valid 

dan terpercaya; 

13. Revitalisasi dan Restrukturisasi BUMD agar memberikan 

kontribusi pendapatan daerah; 

14. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan 

daerah; 

15. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset-

aset daerah; 

16. Peningkatan profesionalisme SDM pengelola pendapatan 

daerah; 

17. Perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah 

yang berkesinambungan; 

18. Penggunaan teknologi dan system informasi dalam 
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mengoptimalkan realisasi pendapatan. 

19. Peningkatan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil 

dengan upaya : 

a. Dana yang berasal dari DAU yang ditentukan 

penggunaannya dikelola sebaik-baiknya untuk bidang 

pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, 

PPPK, dan Dana Kelurahan. 

b. Dana DAK diupayakan peningkatannya melalui 

penyusunan program unggulan strategis daerah. 

c. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diupayakan melalui 

intensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian 

daerah. 

Penilaian terhadap kemampuan masyarakat dalam 

pelaksanaan desentralisasi lebih melihat pada kontribusi 

masyarakat daerah pada peningkatan pendapatan daerah 

khususnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan 

retribusi daerah sebagai salah satu elemen  Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Realisasi pajak dan retribusi yang sesuai dengan 

target dapat menunjukkan bahwa masyarakat sudah siap 

menerima perubahan sistem pemerintahan yang lebih 

terdesentralisasi dengan mengandalkan kemampuan daerah 

sendiri. Selain kedua aspek tersebut diatas, potensi keuangan 

daerah juga menjadi salah satu aspek yang mampu menunjukkan 

kemampuan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Potensi 

keuangan daerah tersebut dapat berupa rasio pinjaman daerah 

yang kecil terhadap pendapatan daerah, optimalisasi pemanfaatan 

potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan, dan upaya-

upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk 

meningkatkan pendapatan daerahnya. 

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang 

merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan 

menjadi penerimaan daerah atau pendapatan daerah, dimana 
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merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat 

dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Prinsip- prinsip yang 

harus diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah 

bahwa setiap upaya meningkatkan pendapatan tidak menambah 

beban bagi masyarakat. Meskipun dari sisi pendapatan daerah, 

kemampuan keuangan daerah masih jauh dari yang diharapkan 

namun Pemerintah Kabupaten Brebes selalu berupaya untuk 

mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada 

dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan 

meningkatkan kemandirian daerah. 

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun 

Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara  

rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum 

penerimaannya. Bahwa kebijakan yang perlu mendapat perhatian 

Pemerintah Kabupaten Brebes dalam perencanaan pendapatan 

daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut: 

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari 

PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah: 

a) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah 

harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan 

retribusi daerah di masing- masing pemerintah 

provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta 

memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada 

Tahun 2024 yang berpotensi terhadap target 

pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. 

b) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan 

retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan 

kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut 

merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak atau 

retribusi, penentuan  besarnya  pajak  atau  retribusi 

yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau 
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retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 

serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis 

teknologi. 

c) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari 

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 

Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan 

dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan 

hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari 

perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, 

dan kegiatan pengembangan keahlian dan 

keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam 

peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam 

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 

Retribusi Pengendalian Lalu  Lintas dan Retribusi 

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 

d) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari 

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk 

mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan 

peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan 

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi 

Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan 

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.  

e) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari 

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil 

klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum 

menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), 

dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok 

pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi SDaerah, 

obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian 

obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan 

sub rincian obyek pendapatan kode rekening 
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berkenaan. 

f) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis 

Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang 

berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan 

sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing 

jenis retribusi yang bersangkutan. 

g) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan 

atau yang disebut nama lainnya  yang dipersamakan 

dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang- undangan, sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 286 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan 

sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-

undang dikenai sanksi administratif berupa tidak 

dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 

(enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah.  

h) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan 

yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat 

mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar 

daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan  

program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 

huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah 

yang melakukan pungutan tersebut dikenai sanksi 

administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

i) Hasil pungutan atau sebutan lainnya wajib disetorkan 
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seluruhnya ke kas negara. 

j) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut 

objek, rincian objek dan sub rincian objek. 

2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan 

modal daerah. Kebijakan pengenggaran hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 

memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan 

dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat 

lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi: 

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu 

tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan 

nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi 

pemerintah daerah; 

b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil 

investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu 

tertentu; 

c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu 

tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang 

bersangkutan; 

d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah 

tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat 

langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau 

e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat 

dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana   

maksud   Pasal   2   dan   Pasal 3 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pengelolaan Investasi Daerah. 

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah 

a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana 

diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, meliputi: 
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(1) hasil penjualan BMD yang tidak  dipisahkan; 

(2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;  

(3) hasil kerja sama daerah;  

(4) jasa giro;  

(5) hasil pengelolaan dana bergulir;  

(6) pendapatan bunga;  

(7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian 

Keuangan Daerah;  

(8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain 

sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, 

asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa 

termasuk penerimaan atau penerimaan lain 

sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, 

penerimaan dari hasil pemanfaatan barang 

daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan 

Pendapatan Daerah;  

(9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing;  

(10) pendapatan denda atas keterlambatan 

pelaksanaan pekerjaan;  

(11) pendapatan denda pajak daerah;  

(12) Pendapatan denda retribusi daerah;  

(13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;  

(14) pendapatan dari pengembalian;  

(15) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 

b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah 

dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik 

daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah 

(BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama 

Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan 

infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai barang 

milik daerah. 
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B. Pendapatan Transfer/ Dana Perimbangan/ Lain-Lain 

Pendapatan Daerah Yang Sah 

1) Dana Bagi Hasil (DBH) 

a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-

Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB 

Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH - Pajak 

Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH PPh 

Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21, dan bagi 

hasil sumber daya alam yang terdiri dari Sektor Migas, 

Pertambangan Mineral dan Batubara, Kehutanan, 

Perikanan dan Panas Bumi dianggarkan paling tinggi 

sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam 

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025, 

atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak 

Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui 

portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan 

kemungkinan realisasi penerimaan negara yang 

dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan 

penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan 

pada realisasi rata- rata pendapatan DBH-Pajak 3 

(tiga) tahun terakhir  yaitu  Tahun  Anggaran  2024,   

Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022. 

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN 

Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun 

Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat 

perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD 

Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah 

harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud 

pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan 
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Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah 

yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2025. 

b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-

CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Rincian DBH-CHT menurut 

provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. 

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Rincian DBHCHT menurut provinsi/ kabupaten/kota 

Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, 

penganggaran pendapatan  DBH-CHT didasarkan pada 

tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun 

terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 

2023 dan Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT 

menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 

2024 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan 

setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun 

Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus 

menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan 

terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan 

kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun 

Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada 

Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam 

peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi 

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2025. Sisa DBH-CHT di 

rekening kas umum daerah pemerintah 

kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan 

penggunannya pada Tahun Anggaran 2025 secara 

bertahap atau sekaligus. 

c) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari 
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Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-

Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan 

Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-

Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas 

Bumi dan DBH- Perikanan, dianggarkan paling tinggi 

sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam 

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 

dengan memperhatikan kemungkinan realisasi 

penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan 

mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun 

terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan  DBH 

Pajak  3  (tiga)  tahun  terakhir yaitu Tahun Anggaran 

2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 

2022. 

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN 

Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA 

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi 

DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat 

perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi 

mengenai alokai DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 

yang dipublikasikan melalui portal Kementerian 

Keuangan setelah peraturan daerah tentang APBD 

Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah 

harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud 

pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA 

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. 

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun 

Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur 

tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan 

Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut 

dituangkan dalam peraturan daerah tentang 
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Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau 

ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang 

tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2025. 

2) Dana Alokasi Umum (DAU) 

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan    

keuangan    antar    daerah    untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi sesuai dengan  ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan 

sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian 

APBN Tahun Anggaran 2025 yang dalam hal Peraturan 

Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran 

pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun 

Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan 

setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 

2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus 

menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan 

daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 

atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang 

tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 

2025. 

Adanya Redesign DAU mulai TA 2023 sehingga pola 

belanja lebih fokus, pengurangan ketimpangan fiskal 

antar-daerah, dan percepatan ekualisasi layanan publik 

antar-daerah melalui pengutamaan penggunaan DAU 

sesuai kinerja daerah. Alokasi DAU Tahun Anggaran 

2025 terdiri atas 2 jenis yaitu bagian DAU yang tidak 

ditentukan penggunaannya yang berarti diserahkan 

sesuai kewenangan daerah sesuai dengan prioritas 

daerah dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya 

disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan 

oleh pemerintah. bagian DAU yang tidak ditentukan 

penggunaannya (Block Grant), bagian DAU yang 
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ditentukan penggunaannya (Spesific Grant) untuk 

penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, dan 

pendanaan layanan publik bidang Pendidikan, 

Kesehatan, dan Pekerjaan Umum. 

 

3) Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh 

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan 

DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan 

sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian 

APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi 

mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 yang 

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. 

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 

disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD 

sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN 

Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau sebelum informasi 

resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, 

penganggaran DAK langsung dituangkan dalam 

rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 

Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai 

rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau 

informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 

2025 melalui portal Kementerian Keuangan 

dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD 

Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Pemerintah 

Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan 

terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 

dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk 

selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang 
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perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung 

dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak 

melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. 

4) Dana Desa 

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan 

bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa 

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan 

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi 

Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan 

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 

belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi 

Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal 

Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka 

penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada 

penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Dalam 

hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai Alokasi 

Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal resmi 

Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah 

tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, 

pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa 

dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan 

peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 

Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada 

Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam 

peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi 

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2025. 

5) Pendapatan bagi hasil 
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Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber 

dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah 

lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi 

Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah 

provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi 

Hasil Pajak Daerah dari pemerintah    provinsi Tahun 

Anggaran 2025. Dalam hal penetapan APBD 

kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului 

penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, 

penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi 

Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan 

memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 

Anggaran 2024. Dalam hal terdapat bagian pemerintah 

kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh 

pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun 

Anggaran 2024, dituangkan dalam peraturan daerah 

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau 

ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak 

melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. 

6) Pendapatan bantuan keuangan 

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang 

diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja 

sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan 

keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari 

pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota 

lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan keuangan 

tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus 

dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan 

keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan, yaitu : 1) bantuan keuangan 

umum dari daerah provinsi; 2) bantuan keuangan 

khusus dari daerah provinsi; 3) bantuan keuangan 
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umum dari daerah kabupaten/kota; dan 4) bantuan 

keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota. 

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan 

keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah 

peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 

ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus 

menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada 

peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi 

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2025. 

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan 

keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah 

peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 

ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus 

menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus 

dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan 

peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 

Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada 

Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam 

peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi 

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2025. 

7) Pendapatan hibah 

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, 

masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar 

negeri yang tidak mengikat untuk menunjang 

peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah 

termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang 

tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, 

dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau 

pengurangan kewajiban kepada penerima maupun 
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pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. 

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan 

penelusuran hibah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat 

didasarkan pada dokumen penyertaan kesediaan untuk 

memberikan hibah. 

8) Dana darurat 

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN 

yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana 

untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan 

oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh 

Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk 

mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani 

masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam  Pasal  296  

ayat  (3)  dan  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendapatan dana 

darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah 

diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian 

APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan   Menteri   

Keuangan   mengenai  Alokasi Dana Darurat Tahun 

Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai 

rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat 

Tahun Anggaran 2024 ditetapkan setelah peraturan 

daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, 

maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana 

darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan 

perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 

APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan 

kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan 

dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi 

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2025. 
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9) Hibah Dana BOS 

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan 

Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD 

Tahun Anggaran 2025, dianggarkan pada Satuan Kerja 

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, 

Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis 

Hibah, Objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana 

BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada 

kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang 

bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima 

setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD 

Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah 

Kabupaten/Kota    harus    menyesuaikan   alokasi 

Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu 

melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang 

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan 

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk 

selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung 

dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak 

melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. 

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 

2023 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan 

dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota 

akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah 

provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun 

Anggaran 2025 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak 

disetor kepada RKUD Provinsi. 

 
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah 

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran berkenaan, adapun pendapatan daerah Kabupaten  
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Brebes Tahun 2025 di Proyeksikan sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Target Pendapatan Daerah Tahun 2025 
 

Kode Uraian  Jumlah  

 
04.01 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

                         

741.432.985.676  

04.01.01 Pajak Daerah 
                   

359.209.700.000  

04.01.02 Retribusi Daerah 
                      

70.046.739.040   

04.01.03 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

                      
11.176.082.128   

04.01.04 Lain-lain PAD yang Sah 
                   

301.000.464.508  

04.02 PENDAPATAN TRANSFER 
                      

2.736.650.159.000  

04.02.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.570.739.965.000 
 

04.02.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 
                   

165.910.194.000  

04.03 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 
YANG SAH 

                                                      
5.800.900.153     

04.03.01 
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan 

                                                
5.800.900.153    

  Jumlah Pendapatan 3.483.884.044.829,0 
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BAB V 

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 
 

 
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Brebes dilaksanakan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mempertimbangkan segala 

kebijakan yang ada pada RPD Kabupaten Brebes tahun 2022-

2026. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 

(1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan 

pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perLtndang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang 

merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

Belanja daerah Kabupaten Brebes terdiri dari belanja operasi,  

belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. 

Belanja daerah Kabupaten Brebes dari tahun 2022-2024 

didominasi oleh belanja operasi dengan rata-rata persentase 

sebesar 68,19%. Belanja operasi merupakan penguluaran anggaran 

untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi 

manfaat jangka pendek seperti belanja pegawai, belanja barang dan 

jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja 

bantuan sosial. Belanja daerah pada tahun 2023 mengalami 

penurunan sebesar Rp. 369 milyar atau 11,49%. penurunan terjadi 

pada belanja operasi khususnya belanja barang dan jasa sebesar 

Rp.119 milyar. Penurunan belanja tersebut sejalan dengan 

pendapatan daerah yang menurun sehingga belanja difokuskan 

untuk kegiatankegiatan yang mendukung strategi prioritas 

pembangunan. 

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk 

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan 

Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Rata-

rata belanja modal belanja daerah Kabupaten Brebes 13,46%. 

Belanja modal didominasi belanja modal gedung dan bangunan, 
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belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, dan belanja modal 

peralatan dan mesin. Belanja Tidak Terduga merupakan 

pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat 

termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi 

sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut 

dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat. Persentase 

belanja tidak terduga rata-rata 0,14%. Belanja tidak terduga 

meningkat dari tahun 2022 hingga 2023. 

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah 

Desa). Belanja transfer tahun 2022 dirinci atas belanja bagi hasil 

dan belanja bantuan keuangan. Rata – rata belanja transfer dari 

kurun waktu 2022-2024 sebesar 18,24%. 

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kabupaten 

Brebes untuk Tahun Anggaran 2025 secara umum disesuaikan 

dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan 

daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan 

perundangan yang berlaku. 

Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 

2025 yaitu sebagai berikut: 

1) Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja 

Wajib: 

 Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan 

secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan 

jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam 

tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, 

Belanja Barang dan Jasa. 

 Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya 

kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar 

masyarakat antara lain: Pendidikan dan Kesehatan 

dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. 

2) Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam 

pencapaian tujuan dan sasaran RPD : 

 Melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas 

dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD. 
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 Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur 

daerah yang difokuskan pada pembangunan jalan antar 

kecamatan, pembangunan penunjang ekonomi dan 

penataan kota, pembangunan penunjang pariwisata, 

pembangunan infrastruktur daerah perbatasan, 

pembangunan infrastruktur pertanian termasuk 

pembangunan bendung dan saluran irigasi, serta 

pembangunan infrastruktur  pendidikan sebagian 

kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara multi years 

(tahun jamak) dengan mempertimbangkan kemampuan 

keuangan daerah. 

 Mengedapankan program-program yang menunjang 

pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan 

lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan. 

 Mengakomodir program prioritas pembangunan yang 

dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang. 

 Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Pemerintah Kabupaten Brebes, melalui kenaikan 

Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pengaturan mengenai TPP dilakukan berdasarkan asas 

keadilan, efsiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran 

serta rasionalitas. 

 Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran 

DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan 

pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD 

berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau 

rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang 

dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan 

yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD. 

3) Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan 

urusan pemerintah daerah, yaitu: 

 Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling 

sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah 

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan 
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perundang-undangan. 

 Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja 

infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% 

(empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar 

belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah 

dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer 

kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur 

dan/atau program prioritas lainnya sesuai urusan yang 

menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan sinergi pendanaan melalui berbagai sumber 

pendanaan baik dari APBD maupun di luar APBD. 

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait 

pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM, Pemerintah Daerah 

dalam APBD TA 2025 mempedomani urusan  pendidikan, urusan 

kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan sosial, 

urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum 

serta perlindungan masyarakat.Kebijakan yang perlu mendapat 

perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes dalam perencanaan 

belanja daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut : 

A. Belanja Operasi 

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk 

kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat 

jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis : 

1. Belanja Pegawai 

 
Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan 

kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN 

yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-

undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

 

a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan 
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Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan serta 

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan 

tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan 

tunjangan hari raya. 

b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan 

pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi 

pegawai Tahun 2024. 

c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan 

kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan 

keluarga dan mutasi pegawai dengan 

memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 

2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja 

pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. 

d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan 

bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan 

dan Anggota DPRD serta ASN Daerah dibebankan pada 

APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani 

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 

Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah 

dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. 

e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan 

kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD 

dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 

70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil 

Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 

tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 

Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. 

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan 
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kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, 

dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang 

berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai 

ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah 

dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria 

pemberian tambahan penghasilan dimaksud 

didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat 

bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi 

kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. 

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai 

ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala 

daerah dengan berpedoman pada peraturan 

pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan 

pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat 

memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN 

setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. 

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan 

penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud 

memperhatikan aspek keadilan, efisiensi, efektivitas, 

kepatutan dan kewajaran serta  rasionalitas. 

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah 

menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi 

pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau 

pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan 

Menteri Dalam Negeri. 

g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah 

Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 
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dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan 

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, 

pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas 

pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau 

pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-

undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur 

perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan 

pertimbangan objektif lainnya. Berkaitan dengan itu, 

Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan 

Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus 

Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari 

APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik 

dianggarkan dalam APBD provinsi dan 

kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan 

pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka 

pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan 

daerah, meliputi honorarium penanggungjawab 

pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang 

dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan 

barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani 

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang 

Standar Harga Satuan Regional. 

i. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan 

kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja 

pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek 

belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN. 

 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Belanja barang dan jasa digunakan untuk 

menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai 

manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk 

barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada 
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masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan 

program dan kegiatan pemerintahan daerah. 

Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan 

dalam sub kegiatan yang besarannya mempedomani 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. 

b. Penganggaran  honorarium  bagi ASN dan Non-ASN 

memperhatikan asas  kepatutan, kewajaran, rasionalitas 

dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan 

kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu 

pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target 

kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal 

tersebut, pemberian honorarium bagi  ASN dan Non-

ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada 

pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non-ASN 

dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata 

terhadap pelaksanaan   kegiatan dimaksud. 

c. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala 

Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang 

menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan 

mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden 

Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang    Pemotongan,    

Penyetoran  dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan 

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

d. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 

dianggarkan dalam rangka: 

1) Pemberian hadiah yang  bersifat perlombaan; 

2) Penghargaan atas suatu prestasi; 

3) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat 

penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk 
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pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional 

dan non proyek strategis nasional sebagaimana 

dimaksud Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 

tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 

Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk 

Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang 

Pendanaan Penanganan Dampak Sosial 

Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah 

Untuk Pembangunan Nasional yang bersumber Dari 

APBD; dan/atau. 

4) Memiliki dasar hukum yang melandasinya. 

e. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik 

daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah 

mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

f. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan    

dengan    kebutuhan    nyata  yang didasarkan atas 

pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai 

dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi 

sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan 

mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

g. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan 

penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan 

oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan 

kesehatan berupa medical check up, kepada: a) Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu 

istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk 

program dan kegiatan pada SKPD yang secara 

fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan 

Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
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Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk 

istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk 

program dan kegiatan pada SKPD yang secara 

fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berkaitan dengan 

itu, pelaksanaan medical check up dimaksud 

dilakukan di dalam negeri dengan tetap 

memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah 

setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau 

Rumah Sakit Umum Pusat terdekat. 

h. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage 

(UHC), Pemerintah Daerah melakukan integrasi 

Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan 

Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan 

bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima 

bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan 

mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah 

Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan 

Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran 

Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 

Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 

Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk program 

dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan 

kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Pemerintah  

Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri 

(sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan 
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Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan 

Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk  mengelola 

sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema 

ganda. 

i. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada 

pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran 

berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon 

penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada 

jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani 

Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

j. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan 

atau dijual kepada pihak ketiga/ masyarakat pada 

tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan 

sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang   akan  

diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat  ditambah 

seluruh belanja yang terkait dengan 

pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap 

diserahkan. Hasil penjualan barang yang dijual kepada 

pihak ketiga / masyarakat, disetorkan ke Kas Daerah 

Kabupaten Brebes sebesar 50% dari harga beli barang 

tersebut. 

k. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan 

atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam 

rangka melaksanakan program dan kegiatan 

Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala 

Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan 

dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang 

dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

l. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka 

kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan 

dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar 
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negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari 

dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target 

kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga 

relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. 

Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar 

negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 

Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri bagi di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah.  

m. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus 

memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai 

dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-

hal sebagai berikut: 1) Sewa kendaraan dalam kota 

dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa 

kendaraan tersebut hanya diberikan untuk 

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali 

Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 

dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak 

keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan 

Tinggi Madya. 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai 

dengan biaya riil. 3) Biaya penginapan dibayarkan 

sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan 

perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel 

atau tempat penginapan lainnya, kepada yang 

bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% 

(tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan 

sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas 

dan dibayarkan secara lumpsum. d) Uang harian dan 

uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar 

satuan uang harian perjalanan dinas, dianggarkan 

sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang 

besarannya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. 

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk 
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perjalanan dinas tersebut termasuk yang 

mengikutsertakan Non-ASN. Ketentuan perjalanan dinas 

dimaksud ditetapkan dengan perkada. 

n. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, 

bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan  

peningkatan  kapasitas  bagi:  1)  pejabat daerah dan 

staf pemerintah daerah; 2) pimpinan dan anggota 

DPRD; serta 3)unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing 

wilayah  provinsi/kabupaten/ kota yang bersangkutan. 

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, 

bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, 

seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar 

wilayah provinsi/kabupaten/  kota yang bersangkutan. 

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan 

teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan 

kapasitas dilakukan secara selektif dengan 

memperhatikan aspek urgensi, kualitas 

penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi 

narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan 

penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna 

efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah 

serta tertib anggaran dan administrasi. Berkaitan 

dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan 

kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan 

teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau   

sejenis  lainnya  diprioritaskan  untuk menggunakan 

fasilitas  aset daerah, seperti  ruang rapat atau aula 

yang sudah tersedia milik pemerintah daerah. 

o. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang 

berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna  

barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada 

daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
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Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

p. Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan 

jasa dalam APBD Tahun Angggaran 2025 pada SKPD 

terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan 

sub rincian objek berkenaan. 

q. Penganggaran Jasa Kegiatan dalam rangka 

mempekerjakan pegawai Non-ASN, secara bertahap 

disesuaikan dengan praturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

r. Penganggaran Jaminan Kesehatan, Jaminan 

Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian bagi pegawai 

non-ASN berdasarkan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

 
3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang 

bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala 

Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan 

dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan 

serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

a) Belanja Hibah 

 Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat 

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, 

BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, 
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yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, 

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak 

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali 

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Belanja hibah tersebut 

ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran 

program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai 

dengan kepentingan daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, 

dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas 

keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk 

masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD 

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan 

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, 

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, 

penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian 

bantuan keuangan kepada partai politik yang 

mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD 

kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Besaran penganggaran bantuan 

keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman 

kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata 

Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 

dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik.  

 Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah 
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dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait 

dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub 

rincian objek berkenaan. 

b) Belanja Bantuan Sosial 

 Belanja bantuan social digunakan untuk 

menganggarkan pemberian bantuan berupa uang 

dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok 

dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus 

menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi 

dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali 

dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu 

diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima 

bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan 

sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 

kemampuan Keuangan Daerah setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bntuan 

sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD 

terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, 

dan sub rincian objek berkenaan. 

 Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat 

risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat 

penyusunan APBD yang apabila ditunda 

penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang 

lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang 

bersangkutan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020, penganggaran bantuan sosial 

yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. 

 

B. Belanja Modal 

 
 Belanja modal digunakan untuk menganggarkan 
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pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap 

dan aset lainnya. Penganggaran belanja modal digunakan untuk 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria 

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, 

digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas 

minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap   yang dianggarkan 

dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau 

bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan 

pengadaan/ pembangunan aset sampai aset siap digunakan, 

sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi 

Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud 

Berbasis Akrual. Selanjutnya, penganggaran belanja modal 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja 

modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk 

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana 

yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik 

serta pertumbuhan ekonomi daerah. 

2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas : 

a) belanja modal tanah; 

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan 

tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai 

dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan 

dalam kondisi siap dipakai. 

b) belanja modal peralatan dan mesin; 

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk 

menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin 

dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris 

kantor, dan peralatan lainnya    yang    nilainya    

signifikan    dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua 

belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 
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c) belanja modal bangunan dan gedung; 

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk 

menganggarkan gedung dan bangunan mencakup 

seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan 

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

d) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; 

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan 

untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi 

mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun 

oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau 

dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi 

siap dipakai. 

e) belanja aset tetap lainnya; 

belanja aset tetap lainnya digunakan untuk 

menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap 

yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok 

aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan 

dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah 

daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

f) belanja aset lainnya; 

belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan 

aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan 

harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai 

tercatatnya. 

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset 

tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi    

batas    minimal    kapitalisasi    aset,  dan memperpanjang 

masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi 

dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan 

kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan 

kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana 

dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 

4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 
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Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya 

Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber 

dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. 

5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan 

sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah 

berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, 

bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk 

dalam negeri.  

6) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik 

daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang 

milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik 

daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan 

pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan 

barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan 

kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar 

bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk 

kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan 

angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. 

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud 

berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan 

dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan 

Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam 

Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), 

ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam 

pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi 

sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana 
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diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 

2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 

Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintahan Daerah. 

C. Belanja Tidak Terduga 

  Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran 

atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan  

mendesak serta  pengembalian  atas kelebihan pembayaran atas 

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 

  Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan 

secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan 

adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi 

sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran 

daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian 

yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat 

serta amanat peraturan perundang-undangan. 

  Keadaan darurat tersebut, meliputi: 1) bencana alam, 

bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau 3) 

kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 

Keperluan mendesak tersebut, meliputi: 1) kebutuhan 

daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2) 

Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 

wajib; 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali 

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, 

serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4) 

Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah 

dan/atau masyarakat. 

D. Belanja Transfer 
 Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari 
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pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau 

dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja 

transfer dirinci atas jenis : 

1. Belanja Bagi Hasil 

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi  

hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan 

retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan desa. 

Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil 

pajak daerah dan retribusi daerah  kepada  pemerintah  desa  

paling  sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan 

pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten pada Tahun 

Anggaran 2025 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf 

c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal terdapat 

pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan 

retribusi daerah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 

2025 disalurkan kepada pemerintah desa pada tahun 

anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan. 

 
2. Belanja Bantuan Keuangan 

a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain 

dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan 

kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya 

yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi 

dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan 

dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja 

Urusan Pemerintahan  Wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh 

peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan 

bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum 

digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan 

menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan 

daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan 

luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala 

Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus 

digunakan untuk membantu capaian kinerja program 

prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan 

sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan 

keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu 

oleh pemberi bantuan. Dari aspek teknis penganggaran, 

dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan 

daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan 

keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan 

keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan. 

b. Pemerintah kabupaten harus menganggarkan alokasi dana 

untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja 

bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD 

Tahun Anggaran 2025 untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan 

mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 

Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. 

Selain itu, pemerintah kabupaten harus menganggarkan 

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam 

jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa 

paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan 

yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun 

Anggaran 2025 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur 

dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang- Undang 
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Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Selanjutnya, 

pemerintah provinsi dan kabupaten dapat memberikan 

bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 

Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor   11 Tahun  2019  

dan  Pasal  67  ayat  (3)  Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari 

aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten 

pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan 

tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan 

keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari 

APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber 

dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama 

pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan 

sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai 

dengan kode rekening berkenaan. Selanjutnya, dalam 

APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi 

bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut 

harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku 

penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek 

penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening 

berkenaan. 

c. Bantuan keuangan kepada Desa dapat bersifat umum atau 

khusus. Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan 

yang bersifat umum diserahkan kepada Pemerintah Desa 

penerima bantuan. Peruntukan bantuan keuangan yang 

bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada 

penerima bantuan (Desa). 
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d. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan 

dalam peraturan kepala daerah. 

 
Tabel 5.1 

Target  Belanja Daerah Tahun 2025 
 

Kode Uraian  Jumlah 

 05. BELANJA DAERAH 3.669.891.976.889                          
 

051 BELANJA OPERASI 
                   

2.513.603.756.746  

05.1.01 
Belanja Pegawai 

                      

1.373.694.786.246  

05.1.02 
Belanja Barang dan Jasa 

                      
1.070.036.261.338  

05.1.05 
Belanja Hibah 

                   
49.782.284.235  

05.1.06 Belanja Bantuan Sosial 20.052.484.548  

05.2 BELANJA MODAL 
                      

481.848.183.695  

05.2.01 
Belanja Modal Tanah 5.482.000.000 

 

05.2.02 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

                   
92.879.093.093  

05.2.03 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 127.253.636.098  

05.2.04 
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 250.506.308.951  

05.2.05 
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.706.168.853  

05.2.06 
Belanja Modal Aset Lainnya 4.020.976.700  

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 
                                                      

5.000.000.000    
 

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000     

5.4 BELANJA TRANSFER 
                                                      

669.440.036.448  

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 
                                                

26.500.000.000  

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 642.940.036.448  
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BAB VI 

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 
 

 

 
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah 

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah 

Kabupaten Brebes dalam perencanaan penerimaan pembiayaan 

daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut : 

1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan 

yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan 

perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam 

rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada 

Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak 

tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut 

bersumber dari:  

a)    pelampauan penerimaan PAD;  

b)  pelampauan penerimaan pendapatan transfer;  

c)  pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah 

yang sah;  

d)  pelampauan penerimaan Pembiayaan;  

e)  penghematan belanja;  

f)  kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun 

belum terselesaikan; dan/atau  

g)  sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja 

dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya, 

SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian 

obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2024. 

2) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD 

pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan 

daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah 

daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir 

dari kelompok masyarakat penerima. 

 
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah 

Kabupaten Brebes dalam perencanaan penerimaan pembiayaan 
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daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut : 

1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik 

negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan 

dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. 

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang 

telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan 

modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan 

daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan 

modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang 

telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan 

modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah 

penyertaan modal melebihi jumlah  penyertaan  modal  yang  

telah   ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan 

modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan 

peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut. 

2) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor 

dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat 

struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih 

berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD 

sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah 

modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan 

untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah 

Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, 

melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna 

memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu 

persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima 

puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan 

paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 

tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, 

Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan 

pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam 
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Negeri Nomor 52 Tahun 2012. 

3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran 

dalam APBD guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk 

menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. 

Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan 

pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing 

wilayah. 

4) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah 

dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen 

dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD 

dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran 

pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek 

dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada 

kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana 

bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama 

dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga 

Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya. 

5) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable 

Development Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan 

pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan 

sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah 

perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah 

Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan 

tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal 

Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari 

pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud 

dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan 

prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta 

peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. 

Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan 

penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas 

pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai 

SDG’s dengan berpedoman pada peraturan perundang-
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undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah 

sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah 

Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal 

kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. 

Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi 

PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar 

dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM 

dimaksud. 

6) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang 

penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan 

pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat 

dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat 

digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai 

peraturan perundang-undangan.Pembentukan Dana 

Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana 

Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum  persetujuan 

bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan 

Perda tentang APBD. Dana cadangan bersumber dari 

penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, 

pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya 

dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. Dana cadangan ditempatkan 

dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. 

Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan 

peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam 

portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah 

sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

7) Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit 

anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

6.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan 
 

1) Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan 
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(SILPA) Tahun Anggaran 2025 bersaldo nihil. 

2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan 

daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan 

positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk 

penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, 

volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, 

dan/atau pengeluaran pembiayaan. 

3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan   

daerah   tentang   APBD   menghasilkan SILPA Tahun Berjalan 

negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan 

penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan 

merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan 

kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume 

program dan  kegiatannya 

Tabel 6.1 

Target Pembiayaan Daerah Tahun 2025 
 

Kode Uraian  Jumlah  

 
6. PEMBIAYAAN 

                         
20.010.000.000  

06.01 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
                   

20.000.000.000  

06.01.02 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
Sebelumnya 

                   
20.000.000.000  

06.01.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 
Daerah 

                      
10.000.000  

06.02 
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

                      

1.500.000.000  

06.02.02 
Penyertaan Modal Daerah 1.500.000.000 

 

 
PEMBIAYAAN NETTO 

                   
18.510.000.000  
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BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN 

 
7.1  Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah 

Dalam rangka pencapaian target pendapatan, upaya yang 

ditempuh dalam melaksanakan kebijakan Pendapatan Daerah 

sebagai berikut: 

a. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah 

Daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah 

pada khususnya secara optimal; 

b. Mengadakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) 

dengan instansi terkait baik Pusat maupun daerah provinsi 

dan kabupaten/kota; 

c. Menetapkan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi 

riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-

masing PD penghasil/pengelola pendapatan; 

d. Mengoptimalkan pencapaian target PAD pada masing- masing 

PD penghasil; 

e. Meningkatkan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan 

pendapatan lain-lain dengan membangun sarana, prasarana 

dan sistem serta prosedur/mekanisme administrasi 

pelayanan; 

f. Mengoptimalkan pendapatan daerah dari sumber 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 

g. Menggali pendapatan atas pengelolaan dana bergulir; 

h. Pemetaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah 

Kabupaten Brebes yang dikelola oleh Dinas-dinas penghasil; 

i. Mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam 

rangka peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan 

masyarakat; 

j. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan 

daerah; 

k. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan; 

l. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi menggunakan data potensial yang akurat, valid 

dan terpercaya; 
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m. Revitalisasi dan restrukturisasi BUMD agar memberikan 

kontribusi pendapatan daerah; 

n. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan 

daerah; 

o. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset-

aset daerah; 

p. Peningkatan profesionalisme SDM pengelola pendapatan 

daerah; 

q. Perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah 

yang berkesinambungan; 

r. Penggunaan teknologi dan system informasi dalam 

mengoptimalkan realisasi pendapatan. 

s. Peningkatan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil 

dengan upaya : 

1) Dana yang berasal dari DAU dikelola sebaik-baiknya 

untuk membiayai belanja pegawai dan urusan wajib 

dalam rangka pelayanan dasar dan pelayanan umum. 

2) Dana DAK diupayakan peningkatannya melalui 

penyusunan program unggulan strategis daerah. 

3) Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diupayakan melalui 

intensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian 

daerah. 

A. Pendapatan Asli Daerah 

 
Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, 

khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus 

diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan 

berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus 

meningkat, sehingga diharapkan dapat memperkecil 

ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah 

pusat. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah 

tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi 

dan ekstensifikasi. 

Dalam rangka meningkatkan pendapatan khususnya 

Pendapatan Asli Daerah, maka kebijakan utama yang 

ditempuh adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. 

Melalui kebijakan tersebut, diharapkan akan meningkatkan 
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kontribusi PAD secara signifikan terhadap pendapatan daerah. 

Kebijakan intensifikasi adalah berupa peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah dari sumber-sumber yang telah ada atau yang 

telah berjalan selama ini. Sedangkan kebijakan ekstensifikasi 

dalam pemungutan ini adalah berupa pencarian dan 

penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru 

dalam batas ketentuan perundang-undangan. Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan 

daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun 

kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah. Untuk 

menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan 

identifikasi potensi komponen PAD sebagai sumber pendapatan 

daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan, jenis 

penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap 

rata-rata total penerimaan. 

Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara 

umum diarahkan pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Melakukan pendataan potensi seluruh jenis pajak dan 

retribusi. 

2. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan 

Retribusi Daerah. 

3. Meningkatkan Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak 

dan/atau wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya 

dengan lebih mengintesifkan pembinaan dan penyuluhan 

serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak dan 

retribusi. 

4. Meningkatkan upaya penyederhanaan prosedur dan 

percepatan pelayanan perijinan investasi. 

5. Meningkatkan promosi potensi unggulan daerah untuk 

menarik investor. 

Adapun upaya yang dilakukan untuk mendongkrak 

Pendapatan Asli Daerah secara teknis dilakukan dengan cara 

yang antara lain sebagai berikut: 

1. Pendataan wajib pajak/pembaruan wajib pajak. Kegiatan 

pendataan/pembaruan wajib pajak dilaksanakan untuk 

mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui 

potensi riil di lapangan; 
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2. Intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak potensial. 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mempercepat wajib 

pajak potensial dalam membayar pajak sebelum tanggal 

jatuh tempo; 

3. Penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak; 

4. Perbaikan sistem pelayanan khususnya retribusi daerah; 

5. Perbaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi 

maupun operasional yang meliputi: 

a. Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan 

pajak; 

b. Penyesuaian tarif pajak; 

c. Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan pajak; 

d. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian meliputi: 

1) Pengawasan dan pengendalian yuridis yang 

menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan 

telah berdasarkan undang - undang dan tidak 

bertentangan dengan peraturan yang ada; 

2) Pengawasan dan pengendalian teknis yang 

menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan 

dengan menyempurnakan sistem dan prosedur 

pungutan dan pembayaran; 

3) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan yang 

menitikberatkan pada kegiatan pelaksanaan dan 

ketertiban administrasi. 

e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan 

mengikutsertakan aparatur dalam program - program 

pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan daerah; 

6. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna 

meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak 

dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya; 

7. Sharing (tukar pendapat) informasi dengan daerah lain 

dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah; 

8. Mempromosikan potensi unggulan daerah baik ke dalam 

maupun ke luar wilayah Kabupaten Brebes untuk menarik 

investor. 
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B. Dana Perimbangan 

 
Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah 

diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung 

jawab di daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan 

dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya 

nasional yang berkeadilan disertai dengan perimbangan 

keuangan pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan 

atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 

pembantuan. Pelaksanaan asas tersebut ditandai dengan 

penyerahan urusan pemerintahan dari pusat atau daerah 

tingkat atasannya kepada daerah, untuk menjadi urusan 

rumah tangganya dalam kaitannya dengan hak otonomi yang 

diberikan. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, 

atau lazim disebut sebagai transfer dana antar-tingkat 

pemerintahan (intergovernmental fiscal transfer) merupakan 

salah satu bentuk hubungan yang umum dilaksanakan di 

banyak negara. 

1. Dana Bagi Hasil 

Upaya untuk mengurangi ketimpangan vertikal (vertical 

imbalance) antara pusat dan daerah dilakukan sistem bagi 

hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan 

daerah. Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan 

persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil 

(by origin). Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi 

bagi hasil DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain 

PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH- Pajak Penghasilan 

(DBH-PPh) yang terdiri dari DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh 

Pasal 21, dan bagi hasil sumber daya alam yang terdiri dari 

sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan 

gas alam, dan perikanan. 

2. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Ide dasar DAU adalah bahwa untuk daerah-daerah yang 

memiliki kapasitas fiskal relatif besar dibanding dengan 
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kebutuhan fiskalnya, maka alokasi dana yang akan 

diterimanya relatif tidak terlalu besar. Sebaliknya, daerah-

daerah yang memiliki kebutuhan fiskal relatif besar terhadap 

kapasitas fiskalnya, maka kebutuhannya terhadap DAU 

relatif cukup besar agar mereka dapat menyediakan 

pelayanan dasar yang cukup baik. Salah satu dasar untuk 

menentukan besarnya transfer dana dari pemerintah pusat 

ke daerah adalah kesenjangan fiskal (fiscal gap) yang dialami 

oleh daerah-daerah. Fiscal gap merupakan selisih dari 

kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal pada daerah 

tersebut. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya 

penurunan kemampuan daerah, maka alokasi dana 

hendaknya mempertimbangkan pula faktor penyeimbang, 

selain formula fiscal gap itu sendiri. Dengan demikian, bagi 

daerah yang memperoleh alokasi dana nol atau relatif 

rendah berdasar formulasi murni akan terbantu dengan 

adanya alokasi yang dihitung berdasar faktor penyeimbang. 

Beberapa variabel yang dipergunakan dalam formulasi 

alokasi dana adalah sebagai berikut :     

a. DAU untuk tiap-tiap Daerah dialokasikan berdasarkan 

celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran. Celah fiskal 

dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal Daerah 

dan potensi pendapatan Daerah. 

b. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan 

pendanaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

Sedangkan potensi pendapatan Daerah merupakan 

penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi 

DAK nonfisik. 

c. Kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dihitung 

berdasarkan perkiraan satuan biaya dikalikan dengan 

jumlah unit target layanan untuk tiap-tiap urusan dan 

dikalikan dengan faktor penyesuaian, serta 

mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan 

pemerintahan. Satuan biaya dihitung dengan 

memperhitungkan biaya investasi dalam rangka 
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penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. Jumlah unit target layanan untuk 

tiap-tiap urusan adalah jumlah target penerima layanan, 

seperti jumlah penduduk atau jumlah siswa, dan 

kesenjangan tingkat kebutuhan infrastruktur dasar dalam 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

d. Faktor penyesuaian adalah indikator yang memperhatikan 

antara lain luas wilayah, karakteristik wilayah, dan indeks 

kemahalan konstruksi. 

e. Data untuk menghitung kebutuhan fiskal Daerah dan 

potensi pendapatan Daerah diperoleh dari Lembaga 

Pemerintah yang berwenang menerbitkan data sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Pemerintah Daerah akan berusaha semaksimal mungkin 

untuk meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), 

khususnya untuk sektor-sektor strategis yang 

membutuhkan anggaran besar seperti sektor pendidikan, 

kesehatan, pertanian, perikanan, serta sektor pembangunan 

infrastruktur melalui jalur koordinasi dengan Kementerian 

Teknis pengampu Dana Alokasi Khusus (DAK). 

 

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Pemerintah Daerah akan berupaya semaksimal mungkin 

untuk meningkatkan perolehan sumber pendapatan daerah 

pada sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, 

khususnya pada pos Bantuan Keuangan dari provinsi melalui 

peningkatan koordinasi vertikal kepada pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah dengan pengajuan usulan bantuan 

pembangunan kabupaten/kota yang difasilitasi oleh Bappeda 

Provinsi Jawa Tengah. 

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah 

 
Belanja Daerah pada semua SKPD merupakan pelaksanaan 

alokasi belanja program-program daerah didasarkan pada 
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sinkronisasi dan integrasi kebijakan menurut urusan 

pemerintahan serta telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten 

Brebes dengan memperhatikan hal- hal sebagai berikut : 

b. Alokasi belanja ditetapkan dengan berpedoman pada RKPD 

Tahun 2025 dengan merujuk pada prioritas pembangunan 

daerah Tahun 2025. 

c. Proporsi belanja difokuskan pada target pencapaian Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), penanggulangan kemiskinan, 

pengurangan pengangguran terbuka dan pertumbuhan 

ekonomi. 

d. Proporsi anggaran diprioritaskan pada program prioritas 

daerah Tahun 2025. 
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BAB VIII 

PENUTUP 
 

 
Demikianlah Kebijakan Umum APBD (KUA) ini dibuat 

untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara  (PPAS) Tahun Anggaran 2025. 
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